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Pelaksanaan UU N0.22/1999 dan UU No0.25/1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU No0.32 /2004
dan UU No0.33/2004 memberikan perubahan besar dalam pengaturan hubungan anatar Pusat dan Daerah.
Kini, Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik dari
aspek perencanaan, keuangan, maupun pel aksanaan. Dengan menganut prinsip keadilan, maka dalam
kebijakan otonomi daerah tak hanya mengatur peningkatan wewenang dan tanggung jawab Daerah tetapi
juga upaya manifestasi kemandirian daerah dengan memberikan kebebasan menggali sumber
penerimaannya sendiri.

Dalam perkembangannya, sejak diterapkan Otonomi Daerah pada tahun 2001 hingga saat ini belum cukup
memberikan gambaran peningkatan kemandirian Daerah secarafinansial, sebaliknya kecenderungan yang
terjadi adalah meningkatnya ketergantungan terhadap Pusat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan bantuan dari
Pusat yang tidak diimbangi oleh kenaikan PAD yang signifikan terhadap pengeluaran Daerah. Padahal
kemampuan Pusat dalam memberikan subsidi ke Daerah memiliki keterbatasan.Kondisi tersebut
mensyaratkan Daerah untuk siap dengan berbagai langkah terobosan untuk mengatasi masalah PAD-nya.
Upaya yang selamaini umumnya dilakukan oleh Daerah adalah melakukan ekstenfikasi pajak melalui
penciptaan pajak baru. Sementara aternatif lain seperti pertimbangan pendaerahan pajak-pajak Pusat yang
potensial kurang mendapat sorotan.

Usulan kebijakan PBB menjadi pajak daerah diwarnai pro-kontra. Padahal jika dilihat karakteristik obyek
pajaknya, PBB dapat dikategorikan dalam pajak daerah. Apalagi jika dilihat sistem pembagian
penerimaannya yang hampir seluruhnya diserahkan kembali ke Daerah. Penelitian ini bermaksud untuk
menganalisis potensi kebijakan tersebut terhadap penerimaan Daerah. Potret yang diambil dalam penelitian
ini yakni seberapa besar pengaruh pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tax effort pgjak
daerah di kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003. Mengingat tax effort merupakan
pendekatan atas tingkat penggunaan potensi pajak.

Penelitian ini ingin menjawab apakah dengan PBB menjadi pajak daerah mampu menstimulus pemungutan
pajak di Daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan Daerah terhadap Pusat. Variabel-variabel yang
digunakan dalam penyusunan model dalam penelitian didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dan
UU perpajakan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah panel dengan random effect untuk sampel
observas sebanyak 217 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2001-2003.

Dan dari hasil penelitian, terlihat adanya pengaruh signifikan dari pendaerahan PBB terhadap tax effort
pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah akan menikmati manfaat yang besar dengan usulan
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kebijakan pendaerahan PBB tersebut.



